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ABSTRAK

Pada dasarnya suatu perkawinan memiliki tujuan yang mulia, pada Pasal 1 UU
No.l tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa tujuan perkawinan ialah
membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa. Namun dalam kenyataannya kekerasan dalam rumah tangga
masih banyak terjadi, sedangkan UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan
kekerasn dalam rumah tangga telah lama diberlakukan. Fakta ini menunjukan
belum efektifnya UU tersebut. Dalam sistem peradilan pidana terpadu di Indonesia
terdsapat beberapa subsistem yang berkerja saling berkerjasama secara terpadu dan
saling saling mngeawasi. Subsisteem tersebut antaralain Kepolisian, Kejaksaan,
Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Kejaksaan merupakan lembaga
penegak hukum yang memiliki peranan yang strategis, kejaksaan sebagai lembaga
yang mewakili kepentingan hukum korban, masyarakat dan negara dalam proses
penuntutan. Oleh karenanya tidaklah salah apabila dikatakan sebagai mata rantai
sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam peranan yang strategis tersebut peran
kejaksaan dalam penhapusan kekerasan dalam rumah tangga perlu mendapat
perhatian yang serius.

Kata Kunci : Kekertasan Dalam Rumah Tangga, Sistem Peradilan Pidana terpadu,
Kejaksaan, Proses Penuntutan.




BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pada dasarnya suatu perkawinan memiliki tujuan yang mulia pada pasal 1 UU
No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, tujuan suatu perkawinan ialah membentuk
keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini
senada dengan tujuan pernikahan dalam ajaran agama Islam bahwa perkawinan
bukan hanya semata — mata anjuran dan perintah agama yang tidak memilki arti atau
hanya suatu hubungan keperdataan saja, melainkan sebagai wujud realisasi
kehormatan bagi manusia sebagai mahluk berakal dalam penyaluran naluri seks

Lebih lanjut hal ini dijelaskan dalam Al — Qur’an surat Ar — Rum ayat 21

sebagai berikut :

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-
tanda bagi kaum yang berfikir. ”.Q.S Ar-rum ayat 21

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perkawinan berfungsi sebagai wadah untuk
menumbuhkan ketenteraman, kebahagiaan, dan cinta kasih. Pasangan sebagaimana
yang disebutkan pada kalimat “...Dia menciptakan untukmu isteri-isteri ...” antara

lain berarti bahwa pasangan / isteri merupakan suatu tanda — tanda kekuasaan Allah

S.W.T. yang diciptakan sebagai amanat Allah S.W.T. sehingga harus diperlakukan



dengan baik dan penuh rasa kasih sayang. Dari ayat tersebut dapat ditarik suatu
kesimpulan bahwa istri adalah amanat Allah yang wajib diperlakukan dengan baik,
penuh kasih sayang, dan dilindungi dari berbagai kejahatan dan kekerasan.

Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia, sebagaimana tujuan bangsa
Indonesia yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa tujuan
Negara republik Indonesia adalah “...untuk melindungi segenap bangsa Indonesia
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan
umum,mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia...”".
Penjelasan pembukan itu dimuat dalam penjelasan UUD 1945 bagian umum ke II
nomor 1, bahwa dalam pembukaan ini terkandung pengertian Negara persatuan,
Negara yang melindungi segenap bangsa seluruhnya.No. 2 bahwa Negara hendak
mewujudkan keadilan sosial 2

Indonesia telah meratifikasi konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi
terhadap perempuan dengan UU No. 7 tahun 1984. hal ini merupakan suatu wujud
bahwa Indonesia telah menganut dan menerapkan asas persamaan hak dan
penghargaan terhadap martabat manusia.>

Sejalan dengan peratifikasian itu pada tangggal 22 september 2004 DPR / MPR
telah mengesahkan UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga. yang dalam konsiderannya secara menyebutkan secara eksplisit

! Pembukaan UUD 1945
2 Penjelasan UUD 1945.
3 Lugmanul Bashary, Efektifitas UU No. 23 tahun 2004 tentang

Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Tesis, pascasarjana Universitas Sriwijaya.2007.



bahwa setiap warga Negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk
kekerasan sesuai dengan falsafah pancasila dan UUD 1945. segala bentuk kekerasan,
satu diantaranya Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan suatu bentuk
pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat
manusia®. Untuk itu Diskriminasi harus dihapuskan, korban Kekerasan Dalam Rumah
Tangga harus mendapat perlindungan dari Negara, agar terhindar dari kekerasan,
ancaman kekerasan, atau perlakuan lain yang merendahkan harkat dan martabat
manusia.

Namun dalam kenyataannya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih
banyak terjadi, sedangkan UU No. 23 telah lama diberlakukan. kenyataan bahwa
intensitas terjadinya kekerasan terus meningkat fakta ini menunjukan belum
efektifnya UU tersebut.

Sistem Peradilan Pidana yang dianut di Indonesia yang diatur dalam UU No.8
tahun 1981 tentang KUHAP, telah menciptakan sistem pengawasan dan pertanggung
jawaban dalam sebuah sistem peradilaan pidana terpadu (Intergrated Criminal
Justice System). Maka pelaksaanaannya diperlukan sinkronisasi baik dalam bentuk
peraturan perundang — undangan, Sinkronisasi Lembaga/Aparat penegak hukum

sehingga dapat menghindari terjadinya tumpang tindih tugas dan wewenagn antara

4 Ibid,.



satu dengan yang lain, yang megakibatkan kerugian bagi proses penegakan hukum,

dan masyarakat pencari keadilan®

Berkaitan dengan diferensiasi fungsional, menurut Yahya Harahap®’KUHAP
meletakan suatu asas penjernihan (clarification) dan Modifikasi (Modification) fungsi
dan wewenag setiap instansi penegak hukum. Penjernihan ini diatur sedemikian rupa
sehingga tetap terbina saling koordinasi dan korelasi yang merupkan bentuk interaksi
yang saling berkaitan dan berkelanjutan antara satu institusi dengan institusi lainya
mulai dari tahap penyelidikan sampai pada pelaksanaan putusan selalu terjalin
hubungan fungsi yang berkelanjutan. Sehingga menciptakan suatu mekanisme
pengwawasan diantara sesama penegak hukum dalam suatu rangkaian Infergrated
Criminal Justice System.

Meskipun kekuasaan dan wewenang yang diperlukan untuk pelaksanaan yng
efektif telah diberika oleh hukum positif. Namun landasan hukum saja tidak cukup
memberikan jaminan praktik penegakan hukum yang efektif dan tidak sewenang —
wenang. pelaksanaan penegakan hukum yang efektif dan benar pada tergatung pada

kualitas dan kapasitas pelaksanaan oleh masing masing penegak hukum’.

3 Bfl!‘da Nawawi Arief,Kepita selekta hukum pidana tentang sistem peradilan terpadu, Badan Penerbit
Universitas Diponogoro,Semarang,2006,hal 10.

6
M. Yahya Harhap, pembahasan permsalhan dan penerapan KUHAP, penyidikan dan t
Jilid I,Sinar Grafika, Jakarta 2006, hal, 47. ke penuntutan

7 Firmaz'xsyah, Kewenagan kejaksaan dalam penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi dari
perpektif Intergrated justice system,1dea Press Yogjakarta,Y ogyakarta,2010.Hal,9.



Sebagai sebuah sistem, sistem peradilan pidana berkerja dalam satu unit kerja
atau bagian yang menyatu. Oleh karena itu Sistem Peradilan Pidana memerlukan
kombinasi yang serasi. Adanya sinkronisasi dalam sistem peradilan pidana akan
membuat semua subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana menjalankan fungsinya
dan berkerjanya Sistem Peradilan Pidana secara sehat untuk mencapai tujuan.

Keterpaduan antara subsistem dalam penegakan hukum menjadi penentu
efaktifitas suatu peraturan. Sistem hukum dapat berjalan dengan baik untuk mencapai
tujuan jika semua unsur saling mendukung dan melengkapi. Mardjono Reksodiputro
menggambarkan adanya pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana terpadu. Cara berkerja
komponen Sistem Peradilan Pidana diibaratkan sebagai sebuah bejana yang saling
terhubung akan tetapi masing - masing berdiri sendiri. Kepolisian melakukan

penyidikan, Kejaksaan melakukan penuntutan, Hakim memutus perkara, dan Lapas

melaksanakan hasil putusan®.

Secara sosiologis setiap aparatur atau lembaga negara tersebut mempunyai
kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan merupakan suatu wadah, yang
isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-
kewajiban tadi merupakan peranan. Oleh karena itu, maka seseorang mempunyai
kedudukan tertentu, dinamakan pemegang - peranan (role occupant). Suatu hak

sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan

8 Mt .
Marjono Reksodiputro,Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana,Universi :
Jakarta,1994,hal,8. na,Universitas Indonesia,



kewajiban adalah tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-
unsur sebagai berikut:’

1. Peranan yang ideal (ideal role);

2.  Peranan yang seharusnya (expected role);

3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role);

4. Peranan yang sebenarnya dilakukan.

Peranan yang ideal dan yang seharusnya datang dari pihak lain, peranan
tersebut untuk para penegak hukum dirumuskan dalam Undang-Undang sedangkan
peranan yang dianggap oleh diri sendiri serta peranan yang sebenarnya dilakukan
berasal dari diri pribadi'®. Peranan-peranan tersebut berfungsi apabila salah satu
pihak berhubungan dengan pihak lain atau dengan beberapa pihak. Dalam kaitan
dengan penulisan ini, peran dari lembaga/institusi adalah Kejaksaan, Kepolisian, dan
lainya,dan peranan Pribadi adalah Para penegk hukumnya!'. Oleh karenanya
melakukan pembaharuan hukum tanpa adanya pembaharuan terhadap pera
penyelenggaranya. Maka penegakan hukum akan sia- sia, atau setidaknya tidak dapat
berjalan sebagaimana mestinya.'? Bagaimanapun pelaksanaanlah yang menentukan

tercapai atau tidaknya proses penegakan hukum.

% Johansyah, Futfgsi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Tesisi
Fakultas Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, 2007, hlm 2.

10 .
Prof.Soerjono sokanto. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum . Jakarta:P T
RajaGrafindo.hal20. peree o

" 1bid hal 21.

12 Bagir manan, Peranan hakim dalam reformasi hukum. Jurnal i
. usdiklat MA RI,Vol. i
2002,hal.3. P ,Vol.1 No.2,April



Kejaksaan sebagai salah satu sub sistem dalam Sistem Peradilan Pidana
memiliki perannan yang sangat strategis, sebagai lembaga yang berperan sebagai
lembaga yeng mewakili kepentingan hukum korban, masyarakat dan negara dalam
proses penuntutan. Oleh karena itu tidak lah salah apabila dikatakan sebagai salah
satu mata rantai dalam proses penegakan hukum pidana. Sehingga perlu mendapatkan
perhatian yang serius.

Sehubungan dengan itu maka penulis ingin mengangkat topik yang berjudul “
EFEKTIVITAS PENERAPAN UU No. 23 TAHUN 2004 DALAM PROSES
PENUNTUTAN ”.

B. Permasalahan
Dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi fokus studi ini hanya
terbatas pada :
1. Bagaimana penerapan UU no. 23 tahun 2004 tentang penghapusan
kekerasan dalam rumah tangga dalam proses penuntutan ?
2. Apakah yang menjadi hambatan di dalam penerapan UU no. 23 tahun

2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam proses

penuntutan ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Sehubungan dengan keterbatasan disiplin ilmu dan kemampuan serta pengalaman

penulis maka agar skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari judul. Ruang



lingkup penelitian ini hanya dibatasi pada masalah bagaimana penerapan UU No. 23
tahun 2004 dalam proses penuntutan dan hambatan di dalam pelaksanaannya.

Namun, tidak menutup kemungkinan bagi penulis untuk membahas dan
mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan penerapan uu no. 23 tahun 2004
dalam proses hukum lainnya, agar dalam pembahasan skripsi ini tidak menjadi kaku

serta diharapkan dapat bermanfaat bagi generasi ke depan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penuntutan di wilayah P.N. Palembang
dalam menerapkan UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan
dalam rumah tangga ;

2. Mengetahui hambatan-hambatan dalam penerapan uu no. 23 tahun 2004
pada proses penuntutan tersebut;

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain :

a. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai
sumbangan bagi ilmu pengetahuan menyangkut masalah mengenai
penerapan UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga,

b. Secara praktis, penulisan ini kami harapkan dapat menjadi sumbangan bagi

masyarakat dan aparat penegak hukum agar dapat mengubah dan



memperbaiki hal- hal yang menghambat dalam mengefektifkan penerapan
UU No. 23 tahun 2004 tentang pengahapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga, lebih jauh kami berharap dapat mengapuskan atau setidaknya
meguragi tingkat kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri.
E. Metode Penelitian
Untuk mengumpulkan data yang berkaian dengan penulisan skripsi
ini, maka dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris
yaitu mengambil data langsung dari lapangan.
1. Jenis dan Sumber Data
Jenis penelitian ini adalah data kualitatif dengan mengunakan
sumber data yang diperlukan didalam penelitian ini terdiri dari data primer
, data sekunder dan tersier. Data primer, data yang diperoleh secara
langsung dari penelitian di lapangan melalui wawancara kepada
narasumber. Dan data sekunder sebagai data pendukung, yaitu data yang
diperoleh melalui studi kepustakaaan dengan cara mengumpulkan
literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, laporan, dan publikasi
lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dari bahan-bahan hukum
sebagai berikut :
a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan
hukum yang mengikat antara lain :

1. Undang Undang Dasar RI 1945
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2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

4. UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekereasan
Dalam Rumah Tangga

5. UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan
Korban

6. UU. No.7 Tahun 1989 Tentang Penghapusan Diskriminasi
Terhdap Perempuan.

7. PP No. 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Dan Kerja
Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

8. KEPPRES No. 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Anti
Kekerasan Terhadap Perempuan.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat membantu
menganalisa serta memahami bahan hukum primer berupa penjelasan
meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk
ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa

kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan berbagai majalah
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2. Lokasi penelitian
Lokasi dilaksanakannya penelitian ini berada di wilayah
hukum PN Palembang, alasan pemilihan lokasi tersebut ialah tingkat
kriminlitas yang terus meningkat di kota Palembang khususnya tindak
kekerasan terhadap dalam rumah tangga, dan kemudahan bagi peneliti

untuk melakukan penelitian.

3. Populasi dan Sample

Populasi dalam penelitian ini ialah aparat penegak hukum,
dalam hal ini adalah Jaksa yang ada di wilayah hukum Kejaksaan Negeri
kota Palembang, karena tidak semua populasi diteliti, maka hanya
beberapa Jaksa yang dijadikan sample. Adapun teknik pengambilan
sample dari populasi digunakan cara purposive sampling yaitu dari
jumlah keseluruhan jaksa yang ada di Kejaksaan Negeri yang diambil
hanya dua orang, adapun Jaksa Penuntut Umum yang diambil ini adalah
mereka yang pernah menuntut kasus kasus Kekerasan Dalam Rumah
Tangga. Sebagai tambahan peneliti juga akan melakukan wawancara
terhadap beberapa pendamping dari Woman Crisis Centre (WCC)

Palembang berkaitan dengan pendampingan yang mereka lakukan dalam

perkara kekerasan dalam rumah tangga.
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4. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara, yaitu data primer diperoleh melalui wawancara
terhadap para responden dilakukan secara langsung dan
mendalam, untuk mendapatkan gambaran terhadap beberapa
masalah dalam penelitian ini

b. Studi Kepustakaan, data sekunder diperoleh melalui
penelusuran dan analisis terhadap sumber-sumber bahan
hukum dan keterangan lain yang telah dibukukan, termasuk

Putusan-putusan hakim di Pengadilan Negeri Palembang.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh didalam penelitian ini adalah data primer
dan data sekunder. Setelah data dikumpulkan dengan melaui kegiatan
pengumpulan data akan diproses melalui pengolahan dan analisis data.
Untuk data primer dalam penelitian ini pengolahan datanya melalui
kegiatan editing dan coding’ 3

Editing'*  yaitu meliputi pemeriksaan kembali mengenai
kelengkapan informasi yang diterima berupa jawaban dari para

responden, kejelasan informasi, serta menyesuaikan antara jawaban

i 26413 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986

" 1bid,.264.
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yang satu dengan jawaban yang lain sehingga mempermudah untuk
menganalisisnya. Apabila tahap editing sudah selesai maka dilakukan
coding'’ yaitu mengkategorisasikan data dengan cara pemberian kode-
kode atau simbol-simbol menurut kriteria yang diperoleh pada
wawancara dengan para jaksa dan pihak terkait lainnya yang
berhubungan dengan permasalan ini.

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini menggunakan
analisis data secara kualitatif yaitu menganalisis data yang berupa
keterangan-keterangan dan  bahan-bahan tertulis, kemudian
pembahasan dan penguraian data serta informasi yang berhubungan
dikumpulkan secara deskriptif-kualitatif yaitu analisis terhadap data
dan bahan hukum yang mempunyai bobot dalam hubungannya dengan

pokok permasalahan'®. Dari petigolahan data, dilakukan pemeriksaan
secara induktif — deduktif.

15 Ibid,.264.
16 Ibid,.Him.32
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